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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul belum maksimal dalam pencapaian target. Hal tersebut dikarenakan kurangnya SDM tenaga pendamping, kurangnya respon dan kesadaran masyarakat mengenai IUMK, serta kurangnya pengawasan. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi akan IUMK, melakukan pelayanan strategi jemput bola, melakukan pembinaan melalui pelatihan dan melakukan monitoring terhadap kinerja pendamping serta melakukan rapat evaluasi tahunan.
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ABSTRACT
This research is talking about "The Implementation of Micro Small Business License Policy in Jetis District Bantul Regency Yogyakarta Special Region". The purpose of this research is to know the implementation of Micro Small Business License policy in Jetis, Bantul Regency and the factors that become advocates and barriers and the efforts made by Bantul Regency Government. Discussion in this study uses the theory of Implementation by Merilee S. Grindle. This research included in qualitative research, methods of descriptive and inductive approach. Through interviews, observation and documentation in collecting data. Based on the results of this research conducted that Micro Small Business License policy implementation in Jetis, Bantul Regency has not been fullest in achievement of target. That is because lack of human resources, lack of response personnel and public awareness about Micro Small Business License and lack of oversight. The Government of Bantul Regency doing socialization of Micro Small Business License, doing ball picking strategy service, doing coaching through training and monitoring companion performance and conducts an annual evaluation meetings.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Beranjak dari program Nawacita yang dicanangkan oleh presiden Jowo Widodo pada poin ketujuh yaitu, menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim usaha pada dunia perekonomian sehingga tujuan negara dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat dapat terwujud. Ditambah lagi tren yang muncul pada awal tahun 2016 dengan masuknya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Indonesia yang menuntut masyarakat Indonesia dapat bersaing dalam bidang perekonomian. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat Indonesia baik pada usaha kecil, mikro, menengah maupun besar.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Perpres tersebut memberi kemudahan bagi usaha mikro dan kecil dalam hal kepengurusan izin usaha. Melalui kebijakan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pemerintah bermaksud memberikan kepastian hukum  atau legalitas suatu usaha yang selanjutnya dapat dipergunakan oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) untuk memenuhi modal usahanya dengan cara meminjam pada pihak ketiga. Selain itu, keuntungan lain dalam kepemilikan IUMK  bagi PUMK mendapatkan pembinaan dari pemerintah melalui Dinas Usaha Kecil Menengah setempat dalam pengembangan usahanya.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Pelaksanaan kebijakan IUMK termasuk dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) karena wewenang kepengurusan IUMK telah didelegasikan dari Bupati Bantul kepada Camat.
Kecamatan Jetis merupakan kecamatan yang letaknya di tengah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (KUKMP) Kabupaten Bantul menunjukkan data bahwa Kecamatan Jetis terdapat 3.717 UMK pada tahun 2015 sampai tahun 2017 namun hanya ada 841 UMK yang telah memiliki IUMK. Pada tahun 2017 Dinas KUKMP Kabupaten Bantul menargetkan terbitnya 3.000 IUMK namun dalam kenyataan angka tersebut tidak tercapai karena pada tahun tersebut Dinas KUKMP Kabupaten Bantul hanya dapat menerbitkan 2.749 IUMK.

Kebijakan IUMK yang tertuang dalam Perbup pasal 6 menyebutkan bahwa setiap Pelaku Usaha Mikro Kecil wajib memiliki IUMK namun tidak disertai sanksi yang didapat apabila tidak memiliki IUMK begitupun tidak adanya tim yang bertugas dalam mengawasi peraturan tersebut.

Camat memiliki peran penting pembuatan keputusan dalam penerbitan IUMK dengan dibantu oleh satu orang pendamping di Kecamatan Jetis yang memiliki tugas untuk melayani penerbitkan IUMK sampai pada pembinaan PUMK yang telah memiliki IUMK. Banyaknya PUMK di Kecamatan Jetis yang belum memiliki IUMK tidak seimbang dengan jumlah pendamping yang ada di Kecamatan Jetis.

Salah satu web berita online harianjogja.com pada 3 Oktober 2018 menyebutkan bahwa salah satu penyebab belum maksimalnya kepengurusan IUMK adalah dari pihak pelaku usahanya sendiri. Sosialisasi kebijakan IUMK dilakukan pada tahun 2015 namun masih banyak PUMK yang belum mengetahui kegunaan dari IUMK. Hal tersebut terlihat karena masih banyak PUMK yang belum memiliki IUMK sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan IUMK masih kurang. Beberapa hal tersebut merupakan permasalahan yang terjadi atas dikeluarkannya kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
Hasil Kajian Pustaka


Implementasi kebijakan menurut Teori Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011:93) yang mengukur keberhasilan implementasi dengan dua variabel yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Beberapa penjelasan terkait isi kebijakan sebagai berikut.
1. kepentingan kelompok sasaran atau target groups yang termuat dalam isi kebijakan
2. jenis manfaat yang diperoleh target groups
3. perubahan yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan
4. ketepatan letak suatu kebijakan
5. pelaksana dari sebuah kebijakan
6. sumber daya yang mendukung dalam kebijakan.

Adapun variabel konteks implementasi sebagai berikut.

1. seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh penguasa dari kebijakan

2. karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa

3. tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran.
Berdasarkan teori di atas, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul baik yang menjadi pendukung maupun penghambat.

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Penelitian implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul merupakan penelitian kualitatif yang menghubungkan teori dengan data yang diperoleh dan metode deskriptif yang membuat pengamatan secara cermat dan rinci terkait data dan fakta yang diperoleh selama penelitian. Lebih lengkap lagi dengan pendekatan induktif yang menyusun data-data yang diperoleh dari umum hingga menyimpulkan pada akhir pembahasan terkait impelmetasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

Sumber Data


Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam menentukan informan. Adapun yang telah ditentukan oleh penulis sebagai informan dengan purposive sampling sesuai tujuan dari penelitian yaitu implementor dari kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Informan dari penelitian ini antara lain:

1. Kepala Bidang UKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul

2. Kepala Sub Bagian Perekonomian Rakyat Bidang Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

3. Camat Jetis

4. Sekretaris Camat Jetis

5. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Jetis

6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Lingkungan Hidup Kecamatan Jetis

7. Pendamping IUMK Kecamatan Jetis

8. Lurah

Sedangkan untuk teknik snowball sampling digunakan dalam menentukan informan Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Jetis. Penentuan jumlah informan PUMK berdasarkan kelengkapan data yang ingin diperoleh. 
Teknik Pengumpulan Data


Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik sebagai berikut.
1. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dengan membuat pedoman wawancara sebagai acuan dalam wawancara namun pertanyaan wawancara dapat berkembang sesuai kebutuhan dari penulis terkait dengan implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sehingga wawancara ini lebih fleksibel dan mendetail.
2. Observasi

Dalam teknik ini penulis mengamati dan mencatat segala proses yang terjadi dan perilaku implementor dalam implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. 
3. Dokumentasi


Dokumentasi ini untuk mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen dan naskah tertulis resmi serta laporan-laporan tentang implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
Analisis Data

Beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Reduksi data

Memilih dan merangkum data penting dari informasi yang relevan dan mendukung untuk menjawab rumusan masalah implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
2. Penyajian data

Data hasil reduksi yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel atau grafik.
3. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil reduksi data yang telah disajikan dalam beberapa bentuk bersifat sementara apabila tidak ada bukti yang kuat namun apabila terdapat bukti yang kuat dan mendukung terkait implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul belum berjalan secara maksimal dalam pencapaian target. Hal ini dikarenakan faktor utama yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan ini masih “enggan” dalam mengurus IUMK. Mayoritas dari mereka masih takut untuk membayar pajak dengan adanya lampiran NPWP pada syarat pembuatan IUMK.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Ketepatan kebijakan IUMK yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan kelompok yang menjadi sasaran dalam kebijakan dimana kelompok sasaran tersebut adalah PUMK yang belum memiliki IUMK dengan diberikan kemudahan dalam pengurusan IUMK sedangkan dari segi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adanya kebijakan tersebut mempermudah Pemda Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam konten isi kebijakan, IUMK merupakan kebijakan yang tepat sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan IUMK kepada PUMK yang belum memiliki IUMK.

b. Tipe Manfaat

Manfaat bagi PUMK dalam kebijakan IUMK ini sebagai legalitas dari usahanya dan diberikan kemudahan dalam akses permodalan ke lembaga keuangan bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mendapatkan pembinaan melalui pelatihan yang diadakan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, tipe manfaat yang diperoleh PUMK akibat kebijakan IUMK ini menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan IUMK.
c. Derajat Perubahan yang Diinginkan
Kemudahan prosedur dalam kebijakan IUMK hanya dengan datang ke Kantor Kecamatan Jetis dengan membawa fotokopi KTP dan KK, surat pengantar dari RT atau RW yang diketahui oleh Lurah Desa dan Dukuh mengenai lokasi tempat usaha, membawa pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar serta mengisi formulir permohonan IUMK maka dalam waktu maksimal 1 hari kerja naskah IUMK dapat diterbitkan. Hal tersebut merupakan perubahan yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan IUMK dari sebelumnya yang lebih rumit dan bertele-tele karena tahapnya yang terlalu banyak.
d. Letak Pengambilan Keputusan
Peran Camat pada implementasi kebijakan IUMK ini sangat berpengaruh besar karena yang memiliki wewenang untuk menerbitkan IUMK berada ditangan Camat. Namun, pada kenyataannya pihak Camat Jetis tidak dapat berbuat apa-apa karena yang memegang kendali masih berada dipegang oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Sehingga pihak Camat Jetis tidak dapat melaksanakan pendelegasian ini secara maksimal.
e. Pelaksanaan Kebijakan
Kurangnya pengawasan dalam hal pemanfaatan IUMK lebih lanjut yang melibatkan pihak bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul karena bank tidak melaporkan secara rinci data debitur kepada Pemda Kabupaten Bantul. Hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan IUMK terkait pemanfaatan dari IUMK lebih lanjut kepada PUMK.
f. Sumber Daya yang Dilibatkan

Sumber daya manusia yang menjadi pendamping di setiap kecamatan kurang karena hanya ada satu orang pendamping yang mengurusi wilayah satu Kecamatan Jetis yang relatif luas dengan jumlah UMK yang banyak. Hal tersebut menjadi penghambat proses implementasi kebijakan IUMK pada taraf pelaksanaan di Kecamatan Jetis.
g.   Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Strategi dari Dinas KUKMP Kabupaten Bantul yang mengharuskan pendamping di Kecamatan Jetis melakukan jemput bola kepada PUMK yang belum memiliki IUMK. Hal tersebut menjadi pendukung terwujudnya target dalam implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis. Namun tidak terjadwalnya strategi jemput bola yang telah dilakukan oleh pendamping IUMK sehingga belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Hal ini menjadi penghambat tercapainya target yang telah ditetapkan Kepala Bidang UKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam implementasi kebijakan IUMK. 
h. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pemegang  kendali pada kebijakan ini berada pada tingkat kecamatan. Pelayanan IUMK di Kecamatan Jetis sudah cukup baik terlebih dengan adanya pelayanan jemput bola yang mempermudah PUMK dalam mengurus IUMK.
i.   Kepatuhan dan Daya Tanggap

Komitmen kerja dari pihak Lurah Desa dan Kecamatan Jetis akan menaati peraturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan IUMK karena tanpa komitmen tersebut implementasi tidak akan mencapai tujuannyaRespon masyarakat akan pentingnya IUMK yang kurang membuat masyarakat tidak antusias akan kebijakan tersebut sehingga kurang menumbuhkan kesadaran pada masyarakat dalam mengurus IUMK. Hal tersebut merupakan hambatan yang harus diatasi oleh Pemda Kabupaten Bantul dalam implementasi kebijakan IUMK. 
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
Melalui program yang dibuat oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan IUMK sebagai berikut.

a. Melakukan sosialisasi kepada PUMK akan pentingnya IUMK baik dari pihak Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, Kecamatan Jetis maupun Kelurahan yang bertempat di kantor pemerintah masing-masing serta melalui share di media sosial oleh pendamping IUMK.

b. Melakukan strategi jemput bola dalam meningkatkan kepemahaman PUMK akan kebijakan IUMK dan kepengurusan IUMK dengan mendatangi secara langsung satu per satu ke lokasi tempat usaha.

c. Melakukan pembinaan melalui pelatihan terhadap PUMK yang telah memiliki IUMK untuk meningkatkan perkembangan usahanya di Dinas KUKMP Kabupaten Bantul.

d. Melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan IUMK yang dilakukan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul akan kinerja pendamping yang ada di kecamatan setiap bulan.

e. Melakukan rapat evaluasi bersama pihak Pemda Kabupaten Bantul Bagian Perekonomian, Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, Camat Jetis, pendamping dan pihak bank yang bekerjasama setahun sekali pada akhir tahun. 

KESIMPULAN
1. Implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul belum berjalan secara maksimal dalam pencapaian target.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibedakan menjadi 2 (dua) faktor. Adapun yang menjadi faktor pendukung sebagai berikut.

a. Ketepatan sasaran dalam kebijakan IUMK yaitu Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK).

b. Manfaat yang menguntungkan bagi PUMK yang telah memiliki IUMK yaitu legalitas usaha, fasilitas permodalan dan pembinaan.

c. Kemudahan prosedur dalam pengurusan IUMK di Kecamatan Jetis.

d. Strategi pelayanan jemput bola oleh pendamping di Kecamatan Jetis kepada PUMK yang belum memiliki IUMK.

e. Komitmen kerja dari pihak Lurah Desa dan Kecamatan Jetis akan menaati peraturan yang berlaku.
Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan IUMK sebagai berikut.

a. Kurangnya sumber daya manusia yang menjadi pendamping di Kecamatan Jetis.

b. Respon masyarakat yang kurang antusias dan kurangnya kesadaran pada masyarakat dalam mengurus IUMK.

c. Kurangnya pengawasan dalam hal pemanfaatan IUMK lebih lanjut yang melibatkan pihak bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

d. Tidak terjadwalnya strategi jemput bola yang telah dilakukan oleh pendamping IUMK.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan IUMK di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagai berikut.

a. Melakukan sosialisasi kepada PUMK akan pentingnya IUMK yang melibatkan pihak Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, Kecamatan Jetis dan Kelurahan.

b. Melakukan strategi pelayanan jemput bola kepada PUMK yang belum memiliki IUMK dengan mendatangi satu per satu ke lokasi tempat usaha.

c. Melakukan pembinaan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul.
d. Melakukan monitoring terhadap kinerja pendamping pada masing-masing kecamatan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul setiap bulan.

e. Melakukan evaluasi antara Pemda Kabupaten Bantul Bagian Perekonomian, Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, Camat, pendamping dan pihak bank yang melakukan kerja sama dalam program KUR setahun sekali pada akhir tahun.
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